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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 34 TAHUN 2012 

TENTANG 
PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH 
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur izin belajar dan 
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri 
Sipil; 

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 
Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian 
Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri sudah tidak 
sesuai dengan keadaan sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Izin Belajar 
dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai 
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 
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Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 3390), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan pangkat   Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri 
Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4193); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  41 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168); 
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  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG  
PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT 
PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai 

Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri. 

2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS di lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pendidikan pada suatu 
lembaga pendidikan. 

3. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah kenaikan pangkat yang 
diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA yang 
sederajat dan atau D III yang sederajat dan atau Sarjana (S1)  yang 
sederajat dan atau Magister (S2) atau ijazah Spesialis I  dan atau 
Doktor (S3) atau ijazah Spesialis II dan memiliki ijazah dari suatu 
lembaga pendidikan serta lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian 
ijazah. 

4. Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan dalam 
rangka proses kenaikan pangkat berdasarkan ljazah yang diperoleh 
setingkat lebih tinggi. 

5. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau 
perguruan tinggi  swasta tersebut telah terakreditasi atau terdaftar oleh 
Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional. 

6. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diplomat dan Akta yang 
dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan. 

7. SLTA adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah 
Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

8. Diploma adalah lembaga pendidikan yang meliputi Diploma I, Diploma 
II dan Diploma III. 

9. Sarjana adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sarjana (S1), 
Magister (S2) dan Doktor (S3). 

10. Satuan Kerja adalah pelaksana tugas di lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri yang di pimpin oleh pejabat eselon I. 
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BAB II  
KEWENANGAN 

Pasal 2 
PNS yang berkemampuan dan berkeinginan untuk meningkatkan 
pengetahuan, keterampilan dalam rangka  pengembangan karir dapat 
diberikan izin belajar. 

Pasal 3 

Menteri Dalam Negeri berwenang memberikan izin belajar kepada PNS di 
lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

Pasal 4 
(1) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat 

didelegasikan kepada Sekretaris Satuan Kerja dan Kepala Biro 
Kepegawaian untuk PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal dan IPDN. 

(2) Pemberian izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan secara perseorangan atau kolektif. 

(3) Pemberian izin belajar ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri. 

BAB II 
IZIN BELAJAR 

Bagian Kesatu  
Persyaratan dan Prosedur 

Pasal 5 

Persyaratan pemberian Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
meliputi:  

a. berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bukan Calon Pegawai Negeri Sipil 
b. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun 

terakhir bernilai baik; 
c. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau 

swasta yang terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional; 

d. bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas; 
e. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan; 
f. pendidikan diikuti diluar jam kerja dan tidak mengganggu 

pekerjaan/tugas sehari-hari; dan 
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS. 
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